PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan mempunyai makna sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan
hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta sebagal sarana untuk mengaktualisasikan diri
sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya
maupun lingkungan nya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi pada kenyataannya, banyak
sekali warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri dan jumlahnya dari tahun
ke tahun semakin meningkat yang dikarenakan terbatasnya akan lowongan pekerjaan di dalam

negeri.

Pada saat ini Indonesia sedang menghadapi dua tantangan besar yang sangat menentukan yaitu
pemulihan ekonomi nasional dan persaingan global. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasiona
masalah yang paling mendasar adalah penciptaan lapangan pekerjaan sedangkan dalam konteks
persaingan global masalah yang paling penting adalah perluasan pangsa pasar untuk produk dan

jasa yang dihasilkan dunia usaha nasional di dalam pasar global.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) saat ini merupakan salah satu

solusi terbaik bagi masalah pengangguran.

Keberadaan TKI di Luar Negeri di satu sisi mempunyai efek positif, yaitu merupakan sumber

devisa negara yang sangat potensial, mengurangi tekanan pengangguran serta memberikan



manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima. Sebagaimana
diketahui, remitansinya dapat mencapai Triliunan Rupiah. Selain itu, juga meningkatkan
keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja di Luar Negeri. Bagi negara, manfaat
yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa yang dikarenakan para TKI yang

bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.

Keberadaan TKI di Luar Negeri juga mempunyai efek yang negatif dengan adanya kasus
kekerasan fisik maupun psikis yang menimpa para TKI1. Mencuatnya masalah TKI yang

bekerjadi Luar Negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) tahun 2009, bahwa sedianya jumlah TKI formal ialah 103.918 dan TKI informal

mencapal 528.254 orang. (www.bnp2tki.go.id, diakses padatanggal 31 Desember 2010)

Data Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan bahwa persentasi pelanggaran hak TKI
diantaranya ialah berupa penempatan yang tidak sesuai standar, gaji yang tidak di bayar, gaji
yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, pelecehan seksual, tenaga kerja
yang ilegal (illegal worker) dan kasus kekerasan oleh pengguna tenaga kerja. Adapun kasus

kekerasan terhadap TKI, sering dialami oleh TKI wanita. (www.bnp2tki.go.id, diakses pada

tanggal 31 Desember 2010)

Selain masalah tersebut, posis tawar menawar terhadap negara penerima TKI sangatlah emah.

Tak jarang pemerintah bersikap pasif dalam menanggapi setiap persoalan yang menimpa TKI.



Seringkali pemerintah selalu merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan pada majikan
yang melakukan tindak pidana kepada TKI. Sementara itu, pengurusan hak-hak korban yang

belum terpenuhi diabaikan begitu sgja dengan berbagai macam dalih atau al asan-alasan.

Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan upaya-upaya perlindungan para TKI, ada
beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengambil alih
kewenangan pelatihan dan pendidikan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) secara terpusat

oleh pemerintah melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).

Ada beberapa penyebab terjadinya ketidakamanan yang diderita oleh para TKI, khususnya para
Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PRT), yaitu tingkat pendidikan TKI di Luar
Negeri yang rendah, perilaku pengguna tenaga kerja yang kurang mengharga dan
menghormati hak-hak pekerjanya, dan regulasi atau peraturan pemerintah yang kurang berpihak
pada TKI.

(www.HukumOnline.com, diakses padatanggal 31 Desember 2010)

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses

penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air.

Sebagai bangsa yang berdaulat, pemerintah harus memposisikan diri sebagal tameng pelindung
TKI tanpa terkecuali. Diharapkan, sebelum pemberangkatan TKI, pemerintah telah menyusun
agenda kerja sama (MOU) dengan negara penerima TK1 yang isinya mengatur perlindungan TKI
pada saat bekerja, terlebih lagi pemerintah segera meratifikasi konvens ILO tahun 1990 tentang

perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya.



Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu tindak pidana yang paling sering menimpa TKI
adalah tindak pidana atas tubuh dan nyawa. Tindak pidana atas tubuh dan nyawa yang sering
dialami oleh TKI dapat berupa pemukulan dan penganiayaan ringan hingga yang menyebakan

kematian. Berikut ini merupakan contoh kasus yang menimpa TK1 :

Kasus pertama yaitu tindak pidana atas tubuh dan nyawa yang dialami oleh TKI yang disadur
dari Okezone.com ialah dimana untuk kesekian kalinya cerita kelabu TKI terdengar. Kali ini
menimpa Sumiati, TKI asal Dompu Nusa Tenggara Barat yang disiksa magjikannyadi Madinah,
Arab Saudi. Sumiati yang baru bekerja tiga bulan hanya bisa terbaring dipesakitan akibat ulah

majikan yang tidak bertanggungjawab.

Tidak ada lagi hasil jerih payahnya yang bisa dinikmati atau dibawa pulang ke kampung
halaman. Itu semua karena ulah kejam sang majikan. Untuk kesekian kalinya, harga diri bangsa

ini dinjak-injak karenarakyat kita sudah dizalimi.

Persoalan TKI adalah masalah klasik yang tidak bisa lepas dari persoalan kemiskinan. Karena
alasan ekonomi rakyat Indonesia mencari peruntungan di negeri orang. Seandainya pemerintah
bisa mengelola kemiskinan di dalam negeri, niscaya tidak ada lagi anak bangsaini yang bekerja
di negeri orang, di sektor yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi. “Oleh karenanya,
pemerintah adalah institusi yang paling bertanggungjawab atas tragedi yang menimpa TKI,”
ungkap Ketua Dewan Pembina Dompet Dhuafa, Parni Hadi, Kamis (18/11/2010). Dompet
Dhuafa selaku lembaga nirlaba senantiasa peduli dengan kemiskinan dan kaum marjinal. Melaui
Migrant Institute (dulu bernama Sahabat Pekerja Migran), Dompet Dhuafa melakukan advokasi

bagi pekerjamigrant, khususnya mereka yang bekerja di sektor domestik dan informal.



Melaui Migrant Institute pula, Dompet Dhuafa melatih keterampilan dan pengetahuan para
pahlawan devisa ini agar siap menghadapi dunia kerja di tempat asing. “Untuk itu kami
mendorong pemerintah berbuat lebih baik bagi untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dan
bertindak cepat untuk membela anak bangsa,” tambahnya. Dia menambahkan, jika pemerintah
dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga muncul lapangan pekerjaan yang luas,
bukan tidak mungkin Indonesia bisa menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri.
“Jikapun kita belum bisa menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, pemerintah harus

membuat desain yang komprehensif terkait TKI,” ujarnya. (www.Okezone.com, diakses tanggal

22 Februari 2011)

Kasus kedua yaitu kekerasaan terhadap TKI di negara Maaysia terus terjadi sebagaimana
disadur dari indosiar.com. Salah satunya adalah Win Faidah, warga Lampung Timur, Lampung.
Wanita berusia 26 tahun itu saat ini kondisinya sedang kritis di rumah sakit akibat disiksa

majikannya dengan cara di setrika dibagian tubuhnya dan bahkan diduga diperkosa.

Win berangkat ke Malaysia melalui PJTKI PT. Nuraini Indah Perkasa yang berkantor di
Semarang, Jawa Tengah pada pertengahan bulan juli 2009. Seperti dikabarkan, sebelumnya Win
Faidah menjadi korban penyiksaan dan perkosaan oleh majikannya. Dalam kondisi kritis, korban

juga dibuang oleh mgjikannya. (www.indosiar.com, diakses tanggal 19 september 2011)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pendliti tertarik untuk
melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Terhadap Tindak Pidana
Atas Tubuh Dan Nyawa M enurut Undang-Undang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga

Kerjalndonesia Di Luar Negeri”.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skrips ini

adalah :

a. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga
kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami tindak pidana atas tubuh dan nyawa menurut
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri?

b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami tindak pidana atas tubuh dan
nyawa menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesiadi Luar Negeri?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat, maka ruang lingkup skripsi ini meliputi
materi apa yang menjadi upaya perlindungan hukum terhadap TKI yang mengalami tindak
pidana atas tubuh dan nyawa dalam lingkup TKI1 yang mengalami tindak pidana di Luar Negeri
dan hal-hal yang menjadi faktor penghambat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami tindak pidana atas tubuh
dan nyawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI Di Luar Negeri.

C. Tujuan dan Kegunaan



1. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi

ini adalah :

a

Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum TKI terhadap tindak pidana atas tubuh dan
nyawa yang ada dalam ketentuan-ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri .

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap TKI di Luar Negeri yang mengalami tindak pidana atas tubuh
dan nyawa menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di

Luar Negeri.

Kegunaan

Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk membuka dan memperluas cara berfikir dalam hukum pidana
khususnya mengenai upaya perlindungan hukum TKI terhadap tindak pidana atas tubuh dan
nyawa yang ada dalam ketentuan-ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri .

Kegunaan Praktis
Hasil penelitian yang dilakukan hendaknya dapat menjadi rekomendasi dan masukan bagi
pemerintah dan pembentuk undang-undang di dalam menerapkan atau memberikan

perlindungan hukum yang berkaitan dengan TK1 diluar negeri.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran atau kerangka yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh pendliti. (Soerjono Soekanto, 1986)

Secara teoritis dikenal ada 3 (tiga) jenis perlindungan hukum Tenaga Kerja, yaitu sebagai

berikut.

a. Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan
yang tujuannya untuk memungkinkan tenaga kerja mengenyam dan mengembangkan
perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai
anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosia ini disebut juga dengan
kesehatan kerja.

b. Perlindungan Teknis
Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk
menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh
aat-aat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan teknis ini disebut juga
dengan keselamatan kerja.

c. Perlindungan Ekonomis
Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha
untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi
keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal tenaga kerja tidak
mampu bekerja dikarenakan sesuatu hal. Perlindungan ekonomis ini disebut juga dengan
jaminan sosial. (Zaeni Asyhadie, 2008)

Perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi dimana lembaga pelaksana
penempatan dan kesgahteraan tenaga kerja, penyelesaian masalah dan hak-hak TKI di luar
negeri. Setigp TKI diikutsertakan program asuransi perlindungan tenaga kerja. Hal ini untuk

merealisasikan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.



Bentuk asuransi yang dimaksud adalah :

1) Santunan bagi TKI yang meninggal dunia sgak keberangkatan dari daerah asal sampai
kembali ke daerah asal.

2) Santunan bagi TKI yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah melampaui
waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditandatangani.

3) Santunan bagi TKI yang tidak dibayar gajinya.

4) Santunan bagi TKI yang tidak memperoleh hak-haknya.

5) Bantuan hukum kepada TK| dalam ha yang bersangkutan.

Daam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dinyatakan bahwa Pemerintah
bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan
perlindungan TKI di Luar Negeri. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 39 tahun
2004, bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di

Luar Negeri.

Penempatan TKI di Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya
telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan
yang mempunya peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh
sebab itu, setigp orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat
pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta
peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan
yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang nomor 39

tahun 2004.



Pasal 53 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 menegaskan bahwa Perjanjian penempatan TKI

tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Perjanjian

penempatan TKI antara calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta sekurang-kurangnya

memuat:

a

o

Nama dan alamat pelaksana penempatan TK| swasta;

Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;

Nama dan alamat calon pengguna;

Hak dan kewagjiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di Luar Negeri yang harus
sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum
dalam perjanjian kerjasama penempatan;

Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;

Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam ha pengguna tidak
memenuhi kewajibannya kepada TK| sesual perjanjian kerja;

Waktu keberangkatan calon TKI;

Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
Tanggung jawab pengurusan penyel esaian masal ah;

Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan

Tandatangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Dalam melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, pasal 7 Undang-undang

nomor 39 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban :

a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana

b.

penempatan TK 1, maupun yang berangkat secara mandiri;

Mengawas pelaksanaan penempatan calon TKI;



c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di Luar Negeri;

d. Meakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara
optimal di negaratujuan; dan

e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa

penempatan, dan masa purna penempatan.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 77 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 bahwa setiap
caon TKI/TKI mempunya hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan mulai

dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang
merupakan kumpulan dari arti istilah yang diteliti. Sumber konsep adalah undang-undang, buku
atau karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta atau peristiwa. Berdasarkan
definis tersebut, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

a. Upaya perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan jaminan
perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan
fungsi, hak, kewgjiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(www.kamushukum.com, diakses tanggal 31 Desember 2010)

b. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan

caon TKI/TKI daam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan



peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. (Pasa 1
angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga KerjaIndonesiadi Luar Negeri)

. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang (melawan

hukum) yang patut dipidana. (Andi Hamzah, 2001: 12)

. Tubuh adalah badan/tubuh (jasad manusia keseluruhan) yang meliputi jasmani, raga, dan
awak. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997)

Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan wadah (organisme fisik), yang menyebabkan
hidup (pada manusia, binatang, dan sebagainya) atau jiwa dan roh. (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1997)

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk
bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima
upah. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat secara keseluruhan yang akan disgjikan dengan tujuan agar

pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang

skripsi ini.

PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup untuk
mencapai tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya diuraikan mengenai teori perlindungan

hukum dan konseptual serta sistematika penulisan.



TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan pengantar terhadap pembahasan yang berisikan tentang pengertian
pidana, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana kekerasan, pengertian tenaga

kerja, pengertian TKI, dan perlindungan hukum terhadap TK1 di Luar Negeri.

.METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang
langkah-langkah atau cara yang dipakal dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan
masalah, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta

andlisis data.

.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan
yang dibahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap TKI di Luar Negeri yang
mengalami tindak pidana kekerasan dan seefektif apakah Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Luar Negeri.

. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penulisan.
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